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PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 

TENTANG 

INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR 

RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendalaman dan pengembangan 
manufaktur industri kendaraan bermotor roda empat 
atau lebih dan industri sepeda motor serta 

meningkatkana.  investasi di bidang manufaktur mulai 

dari pembuatan komponen di dalam negeri untuk 
menghasilkan kendaraan bermotor roda empat atau 
lebih dan sepeda motor yang berdaya saing global; 

b. bahwa untuk mendukung pengembangan dan 
pendalaman struktur industri kendaraan bermotor 
roda empat atau lebih dan industri sepeda motor 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan 
menciptakan kemandirian industri dalam negeri, perlu 
mengatur tingkat keteruraian kendaraan yang diimpor 

dalam keadaan terurai sama sekali (Completely 
Knocked Down/CKD) dan kendaraan bermotor dalam 
keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knocked 

Down/IKD); 
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c. bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan 

serta penumbuhan industri kendaraan bermotor roda 
empat atau lebih dan industri sepeda motor 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu 
mengganti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 80/M-
IND/PER/9/2014; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang 
Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 
dan Industri Sepeda Motor. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93: 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4661); 

2. Undang-Undang  Nomor   3 Tahun    2014   tentang  
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang 

Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5317); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang 
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 
2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5671); 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 

Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 
Tahun 2014; 
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7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011; 

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P 

Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan 
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 

2019; 

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-
IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) 
Pengembangan Klaster Industri Kendaraan Bermotor; 

10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 
Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 
Indonesia; 

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-
IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan 

Bermotor; 

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perindustrian; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem 
Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk 

Atas Impor Barang; 

14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-
IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi 

Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi 
dan Harga Terjangkau; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU 
LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
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1. Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 

adalah perusahaan industri yang didirikan dan beroperasi di 
Indonesia untuk melakukan proses manufaktur kendaraan bermotor 
dan memiliki Izin Usaha Industri dengan KBLI 29100 untuk 
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. 

2. Perusahaan Industri Sepeda Motor adalah perusahaan industri yang 
didirikan dan beroperasi di Indonesia untuk manufaktur kendaraan 

bermotor dan memiliki Izin Usaha Industri dengan KBLI 30911 untuk 
Sepeda Motor. 

3. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah kendaraan 
bermotor sebagaimana dimaksud dalam Sub Pos 8701.20, Pos 87.02, 
Pos 87.03, Pos 87.04 dan Pos 87.05. 

4. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 

dalam Pos 87.11. 

5. Sedan [U2]adalah kendaraan bermotor dengan ciri memiliki 3 (tiga) 
ruang (boxes) yang terdiri dari ruang motor penggerak, ruang 
penumpang, dan ruang bagasi yang masing-masing ruang tersekat 
secara permanen dalam satu kesatuan dengan tempat duduk tidak 

lebih dari 2 (dua) baris. 

6. Kendaraan Penumpang (4x2) adalah kendaraan bermotor untuk 
pengangkutan penumpang selain sedan dengan jumlah penumpang 
kurang dari 10 (sepuluh) orang dan memiliki sistem penggerak dua 
roda. 

7. Kendaraan Penumpang (4x4) adalah kendaraan bermotor untuk 
pengangkutan penumpang selain sedan dengan jumlah penumpang 

kurang dari 10 (sepuluh) orang dan memiliki sistem penggerak empat 
roda.[U3] 

8. Bus adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang 

atau lebih, termasuk pengemudi. 

9. Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan bermotor untuk 
pengangkutan barang. 

10. Traktor Jalan untuk Semi Trailer atau Tractor Head adalah kendaraan 
yang dikonstruksi terutama untuk menarik. 

11. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Sepeda Motor dalam 
Keadaan Terurai Sama Sekali (Completely Knocked Down/CKD), yang 
selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor CKD [U4]adalah kendaraan 
bermotor roda empat atau lebih atau sepeda motor dalam keadaan 

terurai dan sekurang-kurangnya terdiri dari  Komponen Utama 
Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk tujuan pembuatan 
kendaraan bermotor. 
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12. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai 

Tidak Lengkap (Incompletely Knocked Down/IKD), yang selanjutnya 
disebut Kendaraan Bermotor IKD[U5] [U6]adalah kendaraan bermotor 
roda empat atau lebih dalam keadaan terurai dan belum lengkap yang 
digunakan untuk tujuan pembuatan kendaraan bermotor. 

13. Komponen Kendaraan Bermotor adalah bagian kendaraan bermotor 
yang diperlukan untuk memfungsikan kendaraan bermotor. 

14. Komponen Utama Kendaraan Bermotor adalah bagian dari kendaraan 
bermotor yang memiliki fungsi utama kendaraan bermotor. 

15. Penyambungan bodi adalah kegiatan dalam proses perakitan bodi 
yang dapat dilakukan dengan cara disambung, direkatkan, dibaut, 
dikeling, dan cara lain yang serupa. 

16. Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NIK 

adalah kombinasi karakter berupa huruf dan/atau angka yang 
dipasang/dicetak pada kendaraan bermotor oleh Perusahaan Industri 
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri 
Sepeda Motor untuk tujuan identifikasi sesuai SNI 09-1411-2000 atau 
revisinya. 

17. Surat Penetapan Kode Perusahaan adalah surat yang diterbitkan oleh 

Direktur Jenderal yang menetapkan bahwa Perusahaan Industri 
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri 
Sepeda Motor dapat menerapkan Nomor Identifikasi Kendaraan 
Bermotor (NIK). 

18. Surat Pengakuan Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor adalah 
surat pengakuan yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan 

nasional untuk melakukan perakitan/pembuatan/manufaktur 
kendaraan bermotor. 

19. Kode perusahaan adalah 3 (tiga) karakter pertama dari 17 (tujuh 

belas) karakter pada NIK. 

20. Pendalaman Manufaktur adalah Komitmen Perusahaan Industri 
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri 

Sepeda Motor untuk melakukan pentahapan penggunaan Komponen 
Kendaraan Bermotor lokal yang diketahui oleh Direktur Jenderal. 

21. Surat  Rekomendasi adalah Surat yang diterbitkan oleh Direktur 
Jenderal yang menerangkan bahwa suatu Perusahaan Industri 
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri 
Sepeda Motor dapat melakukan importasi Kendaraan Bermotor CKD 

[U7]dan/atau Kendaraan Bermotor IKD. 

22. Surat Persetujuan Impor Komponen Non IKD adalah Surat yang 
menerangkan bahwa suatu Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor 
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